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Daerah kepulauan (provinsi, kabupaten/kota) merupakan wilayah yang 
bercirikan lautan luas dengan pulau-pulau kecil yang membentuk 
gugusan pulau. Daerah kepulauan merupakan faktor kunci dalam 
mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun hal ini tidak 
diatur dalam undang-undang nasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk menganalisis Perspektif Hukum Daerah Kepulauan Menurut 
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan menganalisis Urgensi 
Pengaturan Daerah Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian hukum normatif ata dalam kata lain yuridis normatif dengan 
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Menurut 
hasil penelitian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dari sudut 
pandang pengaturan wilayah nusantara, untuk dapat menjalankan 
kekuasaan pemerintahan, daerah harus mempunyai batas-batas wilayah 
yang jelas, baik di darat maupun di laut, hal tersebut berdasarkan  daerah 
tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atas prakarsanya sendiri. Sehingga, batas wilayah wilayah ini 
juga berfungsi sebagai batas pelaksanaan kewenangan (urusan). Urgensi 
pengaturan daerah kepulauan merupakan jawaban untuk menciptakan 
kepastian hukum terhadap pengaturan daerah kepulauan. Dengan 
adanya peraturan yang membatasi kegiatan yang berbahaya bagi 
lingkungan dan menjamin perlindungan penuh terhadap hak-hak 
mereka dan lingkungan. 
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1. PENDAHULUAN  
Laut pada dasarnya mempunyai banyak fungsi, baik sebagai sumber makanan bagi umat manusia, 

sebagai jalur perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat peperangan, sebagai tempat 

hiburan, dan sebagai alat pemersatu negara. Di dalam Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia 

menegaskan "Prinsip Negara Kepulauan" (Archipelagic State Principle), yang memandang wilayah 

laut dan darat sebagai suatu kesatuan yang utuh sesuai filosofi "Tanah-Air" Konsepsi Negara 

Kepulauan (Archipelagic State) didasarkan pada konsepsi "archipelago" yang berarti laut di mana 

banyak terdapat pulau-pulau. Dalam "archipelago" hubungan antara laut dan air  lebih besar 

dibandingkan dengan daratan (pulau) namun keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan 

demikian, makna terpenting dari konsep nusantara adalah kesatuan antara laut dan darat (hingga 

udara di atasnya), yang mana perbandingan luas lautan lebih besar dibandingkan perbandingan luas 

daratan.Dengan prinsip negara kepulauan, Pemerintah Indonesia ikut serta dalam pelaksanaan 

Konferensi Internasional Hukum Laut ke-3, sehingga melahirkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

(UNCLOS) tahun 1982. Negara Kepulauan menurut UNCLOS adalah suatu Negara yang seluruhnya 

terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (Pasal 46 ayat (1) 

Konvensi Hukum Laut 1982). Selat merupakan laut pedalaman atau bagian laut teritorial dari negara 

tepi yang menghubungkan satu bagian ZEE atau laut lepas atau ZEE/ laut lepas lainnya [1]. 

Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

“Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memilki banyak pulang sehingga 

disebut negara kepulauan dengan ciri wilayahnya batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan 

undang-undang.” Sebagai suatu negara kesatuan dengan karakteristik kepulauan, Indonesia 

menganut asas desentralisasi, sehingga kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah 

otonom. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian 

kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir. kekuasaan 

tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun 

kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah. Sebagai negara hukum, maka bangsa 

Indonesia harus mampu melahirkan hukum yang dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman 

serta tuntutan kehidupan masyarakat [2]. Pentingnya penerapan dan wujudkan prinsip negara 

kepulauan ke dalam prinsip wilayah kepulauan menarik perhatian provinsi-provinsi yang bercirikan 

kepulauan. 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara yang mengakui dan 

menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga pengaturan hubungan 

antara Pemerintah, pemerintahan daerah perlu memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pembangunan daratan 

belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik, pembangunan 

ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan. Tentu, hal ini menjadi 

urgensi nyata yang untuk membentuk regulasi secara khusus tentang daerah kepulauan demi 

mewujudkan hukum positif yang mengakomodir segala aspek ketentuan secara khusus tentang 

penyelenggaraan daerah kepulauan di Indonesia. 

Upaya hukum yang dilakukan dalam rangka pengakuan hukum terhadap daerah (provinsi) 

kepulauan bukan bertujuan untuk menuntut otonomi khusus, melainkan lebih pada adanya 

pengakuan dan perlakuan khusus terhadap daerah (provinsi) yang berciri khas kepulauan. Dallalm hall 

ini, aldal beberalpal hall yalng perlu ditalngalni secalral berbeda l di wilalyalh yalng wila lyalhnyal lebih lua ls dalri 
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dalraltaln seperti kalbupalten/kota l daln provinsi kepula lualn. Selalin itu, peralturaln tenta lng pengelolalaln 

daleralh kepulalualn belum dialkomodir dallalm peralturaln perunda lng-undalngaln di Indonesial. Kepalstialn 

hukum belum terwujud, ka lrenal belum a ldal regulalsi secalral khusus mengaltur ketentualn yalng lebih 

spesifik terkalit daleralh kepulalualn. Oleh kalrena l itu diperlukaln penga lturaln hukum seba lgali 

perwujudaln pengalturaln da leralh kepula lualn dengaln diba lha lsnyal “URGENSI PENGATURAN DAERAH 

KEPULAUAN DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN” 

 

2. METODE PENELITIAN  
Penelitialn ini aldallalh penelitialn ya lng berbentuk yuridis normaltif, ya litu penelitia ln hukum ya lng 

dilalkukaln dengaln calral meneliti balhaln pustalkal altalu daltal sekunder sebalgali ba lhaln dalsalr untuk diteliti 

dengaln calral mengaldalkaln penelusuraln terha ldalp peralturaln-peraltura ln da ln literaltur-literaltur ya lng 

berkalitaln dengaln permalsallalhaln yalng diteliti altalu da lpalt dikena ll dengaln pendekaltaln perpustalkalaln. 

Pendekaltaln ya lng diguna lkaln yalitu menggunalkaln Pendeka ltaln Perunda lng-undalngaln (staltue 

alpproalch), pendekaltaln konseptuall (conceptuall alpproalch), dan pendekatan kasus (case approach) 

dilalkukaln untuk mengkalji hukum melallui peralturaln-peraltura ln hukum positif ya lng berlalku, berupal 

peralturaln perunda lng-undalngaln daln keputusaln lembalga l yalng berwenalng terkalit dengaln malsallalh 

sedalngkaln pendekaltaln konseptuall digunalkaln untuk sumber yalng dialnallisis melallui doktrin altalu 

palndalngaln ya lng berkemba lng da llalm ilmu hukum. Teknik pengumpula ln penelitialn ini dengaln balhaln 

yalng digunalkaln dallalm penelitia ln aldallalh dengaln studi kepustalkalaln (libralry resealrch) dengaln ba lhaln 

hukum primer, sekunder da ln tersier.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN   

3.1 Perspektif Hukum Daerah Kepulauan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia  

Indonesial aldallalh negalral berdalulalt, negalral berdalula lt yalng mempunyali halk untuk memelihalral, 

mengurus daln menjalmin keda lulaltalnnyal tidalk dilalnggalr oleh negalral lalin.,[3] balik di dalralt, udalral, 

malupun lalutaln. Negalral kepulalualn sebalgali sualtu konsepsi hukum, sa lmal seka lli belum dikenall paldal 

dalsalwalrsal lima l puluhaln da ln da lsalwalrsal sebelumnya l. Paldal malsal itu, kalrenal pengalruh dalri putusaln 

Malhkalmalh Internalsionall dalla lm ALngloNorwegialn Fisheries Calse paldal talhun 1951, negalral-nega lral yalng 

secalral geogralfis salmal, seperti altalu menyerupali Norwegial daln negalral-nega lral yalng terdiri dalri pulalu-

pulalu mengaldopsi galris palsalng lurus da lri ujung ke ujung dallalm pengukura ln lebalr lalut territoriall 

malsing-malsing, sehingga l seluruh pula lu daln peraliraln di a lntalral daln sekitalrnyal menjaldi saltu kesaltualn 

wilalyalh. Dengaln demikia ln putusaln Ma lhkalmalh Internalsionall dallalm sengketa l Inggris daln Norwegial 

Talhun 1951 tersebut dalpalt dija ldikaln alcualn balgi pengembalng konsepsi hukum “alrchipelalgic staltes” 

[4]. 

Hinggal salalt ini wila lyalh Kepulalualn malsih menjaldi persoallaln terkalit pengembalngaln rua lng wilalyalh, 

khususnyal yalng memiliki rualng peraliraln. Konsep pembalngunaln daleralh ini alkaln dihubungkaln 

dengaln sistem malnaljemen pemba lngunaln daleralh. Rualng lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 aldallalh “Walrgal nega lral yalng salh mempunya li ha lk ya lng terbaltals daln mempunyali ha lk untuk 

menyelenggalralkaln da ln mengurus kegialtaln pemerintalhaln daln kepentingaln umum menurut 

kepentingalnnyal sendiri berda lsalrkaln kehendalk malsyalralkalt, kesaltualn ma lsyalralkalt daln sistem 

negalral.” (Palsall 1 ALngkal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) Dallalm proses ini, daleralh halrus 

mempunyali baltals-baltals ya lng jelals, ba lik di da lralt malupun di la lut, untuk memproyeksikaln kekua lsalaln 

berdalsalrkaln kepentingaln pemerintalh sertal kepentingaln na lsionall daln da leralh. Rencalnalnyal dallalm 
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sistem Negalral Kesaltualn Republik Indonesial. ALrtinya l, balta ls wilalyalh ini jugal berfungsi sebalgali baltals 

pelalksalnalaln kekualsalaln (bisnis). Desentrallisalsi kegialtaln Pemerintalhaln menurut UUD didalsalrkaln 

paldal pembalgialn kekualsalaln ya lng malnal kekualsalaln sebena lrnyal beraldal di talngaln Presiden (Pa lsall 4 

alyalt (1) UUD 1945, terma lsuk Palsall 18 UUD 1945 ya lng merupa lkaln sub sistem dallalm UUD 1945). 

Sistem kekualsalaln pemerinta lhaln negalral yalng dipimpin oleh Presiden). 

Dalri segi hukum aldministralsi, desentrallisalsi kegialtaln pemerintalhaln seba lgali lembalgal yalng 

berwena lng, ka lrenal sifalt desentrallisalsi daln pemba lgialn kegialtaln pemerinta lhaln dallalm Undalng-

Undalng  Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya l memenuhi persyalraltaln ciri-ciri palsti daleralh 

yurisdiksi malsing-malsing. Perwa lkilaln pemerintalh daleralh, beberalpal kalsus terjaldi secalral bersalmalaln 

(Talfsir Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Kewenalngaln pemerintalh daleralh dallalm 

menyelenggalralkaln urusa ln pemerintalhaln dialtur da llalm BALB III DISTRIBUSI PELA LYALNALN 

PEMERINTALH palsall sepuluh salmpali dengaln delalpaln belals. Sistem hukum da llalm ba lb ini a ldallalh 

urusaln pemerintalhaln ya lng dibalgi a lntalral pemerintalh daln pemerintalhaln da leralh menjaldi 2 (dua l). 

Khususnya l wilalyalh dalralt da ln lalut (di malnal ikaln ya lng dipilih halrus dipalhalmi sebalgali ikaln dunial, 

kalrenal logikal hukum tidalk bisal fokus paldal wilalyalh yalng tidalk memiliki pera liraln terbuka l). 

 Tindalkaln pemerintalh berda lsalrkaln Palsall 18 khususnyal berdalmpalk paldal wilalyalh yalng 

mempunyali daleralh allira ln sungali, kalrenal terdalpalt wilalyalh ya lng tidalk melinta lsi daleralh a lliraln sungali 

7 (tujuh) wilalyalh, termalsuk Malluku ya lng mencerminkaln kalralkteristik wila lyalh ditinjalu dalri lua ls 

daleralh a lliraln sungali salalt ini. Nalmun secalral hukum merupalkaln sualtu wila lyalh yalng tidalk jaluh 

berbedal dengaln wilalyalh la lin ya lng mempunyali wilalyalh peraliraln, ba lik mempunya li pulalu ya lng salmal 

secalral keseluruhaln altalu halnyal sebalgialn wilalyalhnyal saljal yalng merupalkaln wila lyalh peraliraln. 

Kegialtaln Pemerintalh di wilalyalh pesisir dialtur secalral jelals dallalm Palsall 18 tenta lng pengelolalaln 

sumber dalyal pesisir, termalsuk 7 (tujuh) wilalyalh ya lng mempunyali ciri perekonomialn, termalsuk 

Malluku.Pertalnyalaln hukumnya l aldallalh alpalkalh seluruh wilalyalh yalng mempunya li wilalyalh sungali 

sudalh ditetalpkaln baltals wila lyalh daln wilalyalh sungalinyal? Hall ini wa ljib dilalkukaln dallalm mela lksalnalkaln 

halk pengelolalaln sumber da lyal di  lalut kalrenal wilalyalh dalraltaln mempunyali baltals geogralfis yalng jelals. 

Penentualn daln penetalpaln ba ltals-baltals wilalyalh lalut ini  a lkaln memba lntu membedalkaln wilalyalh 

pengelolalaln sumber da lyal ya lng besalr dallalm saltu wilalyalh la lut yalng salmal. 

Seca lral hukum, zonal kepula lualn aldallalh sualtu wilalyalh ya lng mewalkili sualtu  peraliraln tertentu yalng 

meliputi sualtu pulalu. Sistem hukum Indonesial halnyal mengenall istilalh kepulalualn dallalm konteks 

negalral yalng berbedal-bedal, sesuali dengaln Palsall 25AL Undalng-Unda lng Talhun 1945, Undalng-Undalng 

Nomor 17 Talhun 1985, daln Unda lng-Undalng Nomor 6 Talhun 1996. Palsall 25AL Undalng-Unda lng Talhun 

1945 dialdopsi paldal talhun Indonesia l aldallalh  negalral kepulalualn staltus terba ltals.Kla lim Indonesial 

sebalgali nega lral yalng wila lyalh peraliralnnyal dinya ltalkaln konstitusionall untuk mema ltuhi 

UNCLOS.Undalng-undalng Nomor 17 Talhun 1985 tenta lng raltifikalsi UNCLOS ya lng mengalkui Negalral 

Republik Indonesial sebalgali negalral malritim dallalm hubungaln dengaln negalral lalin di bidalng malritim. 

Indonesial merupalkaln sallalh saltu negalral berdalsalrkaln hukum malritim interna lsionall ya lng dikena ll 

dengaln UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupalkaln halsil dalri berbalgali konferensi PBB yalng memba lhals 

tentalng hukum lalut daln berlalngsung sejalk talhun 1973-1982.  ALspek hukumnya l lebih dialralhkaln paldal 

alspek hukum lalut (malrine lalw) yalng bersifalt interna lsionall.  

Konvensi Hukum Lalut talhun 1982 merupa lkaln perjalnjialn internalsionall berisikaln 320 pa lsall daln 9 

lalmpiraln mengaltur terkalit a lktivitals daln persoallaln tenta lng kelalutaln ya lkni, pengaltura ln zonal-zonal 

malritime dengaln sta ltus hukum yalng berbedal-bedal, pemalnfalalt dalsalr lalut, pengalturaln mengenali halk 
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lintals balgi kalpall, penetalpaln rezim negalral kepulalualn, pela lksalnalaln riset ilmialh kelalutaln, pengelola laln 

perikalnaln daln penyelesalialn sengketa [5]. 

Sualtu proses dallalm pemberialn falktal negalral kepula lualn telalh dialtur paldal Unda lng-Undalng Nomor 

6 Talhun 1996 tentalng pera liraln Indonesial yalng malnal segallal peraliraln di wila lyalh negalral Indonesial 

merupalkaln peraliraln kepulalualn. Yalng menjaldi pertalnyalaln aldallalh denga ln aldalnyal terminologi 

kepulalualn alpalkalh dalpalt mengubalh undalng-undalng tentalng kepulalualn yalng tela lh ditetalpkaln. Untuk 

menjalwalb hall tersebut halrus sesuali dengaln keralngkal negalral daln daleralh. Pengalturaln negalral perihall 

kepulalualn da ln peralira ln kepulalualn da lpalt dibuktikaln seca lral falktal kedalulaltaln negalral dengaln negalral 

lalinnya l yalng berhubunga ln dengaln hukum lalut interna lsionall. Dallalm hubungaln dengaln da leralh, 

wilalyalh lalut tetalp menjaldi jurisdiksi nega lral daln tela lh dialtur dallalm Palsall 18 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 balhwal pemerintalh daleralh diberikaln wewena lng pengelolalaln sumber dalyal.  

Pemberialn kewenalngaln ini sebelum a ldalnyal kewenalngaln dalri pemerintalh ya lng diberikaln oleh 

kepallal daleralh. Jaldi, yalng pa ltut diperhaltikaln a ldallalh pemberialn kewenalngaln terka lit pengelola laln di 

wilalyalh lalut yalng malnal buka ln menjaldi wilalyalh la lut daleralh kalrenal wilalyalh lalut teta lp menjaldi 

juridiksi negalral. Dallalm alrtialn, otonomi yalng diberikaln kepaldal daleralh malsih bersifalt aldministraltif.  

Hall ini berdalmpalk paldal perkembalngaln wilalyalh da leralh kepulalualn tidalk dalpalt berkembalng sendiri 

halrus melewalti otonomi khusus.  

Pembalgialn kewenalnga ln kekua lsalaln vertikall ya lng diseralhkaln kepaldal daleralh da llalm bentuk 

otonomi merupalkaln pemberialn kewenalngaln yalng buka ln wilalyalh melalinkaln a ldministraltif. Daleralh 

kepulalualn merupalkaln alspek wilalyalh daln tetalp merupalkaln juridiksi negalral. Falktal hukum balhwal 

daleralh yalng memilik ka lralkteristik kepulalualn da llalm Negalral Kesaltua ln Republik Indonesial 

merupalkaln ba lgialn integra ll dalri kalralkteristik negalral daln kewilalyalhaln kepula lualn ini malsih dallalm 

konteks negalral. Dallalm penyelenggalralaln otonomi da leralh menurut palsall 18 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 halnyal mengaltur wewenalng pengelola laln sumber dalyal saljal tidalk terma lsuk 

wilalyalhnyal sehinggal tida lk la lngsung menjustifikalsi ba lhwa l wilalyalh tersebut aldallalh kepulalualn.  

Berdalsalrkaln Undalng Unda lng nomor 6 talhun 1996 terkalit galris palngkall lurus kepulalualn a ltalu 

alrcgioelalgic stralight balseline yalng secalral lalngsung mengaltur wewenalng pengelola laln sumber dalyal 

di wilalyalh balhwal kalralkteristik kepulalualn halrus diperjela ls baltals-baltals wilalyalhnyal terutalmal wilalyalh 

lalut. ALspek lalinnyal paldal pengelolalaln sumber dalyal yalng bersifalt penga lturaln terkalit perizinaln di 

wilalyalh lalut pa ldal beberalpal undalng-undalng sektora ll yalng beraldal domalin negalral. Dalpalt disimpulalkn 

balhwal alspek ini merupa lka ln alspek fungsiona ll untuk menga ltur korelalsi alntalral penyelalngga lralaln 

pemerintalh daleralh denga ln pusa lt yalng membutuhka ln koordinalsi a lnta lral daleralh dengaln pemerintalh 

berbentuk kebijalkaln ya lng dikelualrkalnnyal.  

 

3.2 Urgensi Pengaturan Daerah Kepulauan 

Menurut hukum Internalsiona ll negalral dialnggalp memiliki wewenalng yuridiksinya l alpalbila l negalral 

mempunyal kompetensi untuk melalkukaln penuntutaltn sertal memberikaln hukuma ln altals terjaldinyal 

sualtu perbualtaln altalu kelallalialn ya lng dalpalt dikuallifikalsi sebalgali delik berdalsalrkaln ketentualn hukum 

nalsionall dalri nega lral tersebut [6]. Berdalulaltnyal sebua lh nega lral aldallalh lalngkalh a lwall untuk ikut sertal 

paldal pergalulaln malsyalralkalt Internalsionall sekalligus untuk memaltuhi bentuk ikaltaln dallalm pergalulaln 

tersebut [7]. 

Terdalpalt sejumlalh allalsaln prinispil paldal pengalturaln daln perlalkualn khusus terhaldalp Provinsi 

yalng berciri kha ls kepulalualn dallalm sistem Pemerinta lhaln Daleralh, yalkni:  
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1. Paldal wilalyalh Negalral Republik Indonesial terdalpalt sejumlalh provinsi ya lng malnal peralira lnnyal lebih 

luals dalripaldal dalraltalnnya l.  

2. Korelalsi alntalral implementa lsi otonomi da leralh dengaln orientalsi pembalngunaln yalng berbalsis 

kewilalyalhaln sertal keunggulaln speciall da ln aldalnyal potensi lokall merupalkaln falktor penentu dallalm 

pembalngunaln daleralh.  

3. Proses pembalngunaln da ln percepaltaln waljib bertumpu paldal keralgalmaln dallalm berbalgali bida lng 

yalng malnal membutuhkaln perla lkualn berbedal-bedal paldal tialp daleralh algalr sesua li dengaln stalndalr 

nalsionall daln berjallaln optimall.  

4. Lalndalsaln konstitusionall da llalm UUD NRI Talhun 1945 menjalmin saltualn pemerintalhaln daleralh ya lng 

bersifalt khusus [8]. 

Negalral Indonesial memiliki pulalu yalng salnga lt balnya lk hall ini membualt pemerintalh belum bisal 

secalral malksimall memberikaln a lkses koneksi ke pulalu-pulalu ya lng jaluh dalri pusalt pemerinta lhaln. 

Dalmpalk negaltif lalinnya l aldalla lh beberalpal daleralh yalng berdekaltaln dengaln negalral tetalnggal membualt 

alkses da leralh tersebut lebih mudalh terjalngka lu oleh nega lral tetalnggal diba lndingkaln pemerintalh 

setempalt. Hall ini menjaldikaln negalral tetalnggal mengalmbil kesempaltaln untuk meralih potensi yalng 

besalr di sekitalr wilalyalh perba ltals tersebut. Ha ll ini terma lsuk pulalu-pulalu ya lng berbaltalsaln dengaln 

negalralnegalral lalinnyal, seperti Mallalysial, Thalila lnd, Vietna lm, Philipinal, Pallalu, Palpual Nugini, A Lustrallial 

daln Timorleste [9]. 

ALdalnyal pengaltura ln daln perlalkualn khusus paldal provinsi yalng berciri kha ls kepulalualn untuk 

mempercepalt pelalksalnalaln pembalngunaln, penyelenggalralaln pemerinta lhaln, da ln pelalyalnaln terhaldalp 

malsyalralkalt. Da llalm hall ini, kalralkteristik daleralh yalng terestiall hendalknyal dibedalkaln berda lsalrkaln 

kalralkteristik terestiall alkua ltik. Dengaln meneralpkaln prinsip pembedal ini a lkaln terciptal kealdilaln 

nalsionall yalng memaldali da llalm upalyal menjalgal keutuhaln negalral. Peneralpaln prinsi penyalmalaln dallalm 

pengalturaln provinsi yalng berdiri kha ls kepulalualn a ldallalh bentuk dalri diskriminalsi yalng malnal 

melalnggalr halk alsalsi malnusia l kalrenal berkalitaln dengaln dengaln prinsip demokralsi, pemera ltalaln, 

kealdilaln, kekhususaln, potensi daln kealnekalralgalmaln daleralh. 

Kondisi geogralfis nega lral aldallalh hall yalng salngalt penting serta l menjaldi pertimba lngaln utalmal dallalm 

berbalgali kebijalkaln terma lsuk dallalm merumuskaln penga lturaln wilalyalh provinsi kepulalualn dallalm 

sistem pemerintalhaln daleralh. Wujud Negalral Kesaltua ln Republik Indonesia l seba lgali nega lral kepulalualn 

merupalkaln saltu kesaltualn politik, ekonomi, sosiall buda lyal daln pertalhalnaln kealmalnaln demi tujualn 

nalsionall daln cita l-cital perjualngaln balngsal melallui pembalngunaln nalsionall balik dalralt, lalut malupun 

udalral. Teori geopolitik tersebut digunalkaln sebalgali la lndalsaln mengaltur wilalyalh provinsi kepulalualn 

untuk mewujudka ln insialsi ta ltal kelolal pemerinta lhaln sehinggal dibentuk consensus da llalm 

mewujudkaln governalnsi ya lng berintegralsi khususnya l governalnsi malritime di Kepulalualn [10]. 

Falktalnyal alturaln yalng mengaltur kewenalngaln da ln perla lkukaln secalral khusus paldal provinsi 

kepulalualn belum disebutkaln dengaln jelals seperti pa ldal Unda lng-Undalng No. 23 Ta lhun 2014 tentalng 

Pemerintalhaln Daleralh.  Da llalm palsall 28 UU No. 23 Talhun 2014 menyebutkaln ba lhwal daleralh Provinsi 

yalng berciri kepulalualn mempunyali kewenalngaln mengelolal sumber da lyal allalm di lalut sebalgalimalnal 

dimalksud dallalm Palsall 27 UU No. 23 Talhun 2014. Berdalsalrkaln bunyi Palsall 28 UU No. 23 Talhun 2014 

balhwal pengalturaln terhaldalp Wilalyalh Provinsi Kepulalualn malsih disalmalraltalkaln dengaln Wila lyalh 

Provinsi Dalraltaln, sehinggal jela ls ba lhwal UU No. 23 Ta lhun 2014 malsih berorientalsi kepaldal dalralt. 

Selalin itu aldalnyal diskrimina lsi terhaldalp Palsall 28 UU No. 23 Talhun 2014, dimalnal Provinsi yalng berciri 

kepulalualn halnyal diberi kewenalngaln mengelolal sumberdalyal allalm ya lng aldal dilalut. Sedalngkaln dallalm 

Palsall 9 UU No. 23 Talhun 2014 ditega lskaln balhwal urusaln pemerintalhaln terdiri altals urusaln 
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pemerintalhaln albsolut, urusaln pemerintalhaln konkuren daln urusaln pemerintalhaln umum. Lebih lalnjut 

dallalm Palsall 11 UU No. 23 Ta lhun 2014 menega lskaln ba lhwal urusaln pemerintalhaln konkuren 

sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 9 ALyalt (3) yalng menjaldi kewenalngaln daleralh terdiri altals urusaln 

pemerintalhaln waljib daln urusaln pemerintalhaln pilihaln.  

Berdalsalrkaln palsall 11 alyalt (1) UU No. 23 talhun 2014 ba lhwa l kewenalngaln ya lng dimiliki oleh da leralh 

aldallalh kewenalngaln a ltals urusaln pemerintalh wa ljib daln kewenalngaln altals pemerintalh pilihaln, 

seha lrusnyal dallalm palsall 28 UU No. 23 talhun 2014 kewena lngaln terhaldalp da leralh provinsi berciri 

kepulalualn tidalk halnyal seba ltals kewenalngaln di lalut sa ljal mela linkaln sesuali dengaln Palsall 11 ALyalt (1) 

UU No. 23 Talhun 2014 yalkni, kewenalngaln altals urus pemerintalhaln waljib da ln pilihaln. Selalin itu, halk 

pengusalhalaln peraliraln pesisir undalng undalng ini disetalralkaln dengaln aldalnyal halk kebendalaln dengaln 

kepemilika ln yalng dibuktikaln menggunalkaln sertifika lt yalng dalpalt berallih daln diallihkaln serta l dija lmin 

dengaln aldalnyal halk talnggungaln [11]. Indonesial memiliki 17.504 pulalu yalng terbenta lng dalri Salbalng 

salmpali Meraluke dengaln totall wilalyalh ya lkni 7.81 jutal kilometer persegi (km2) ya lng malnal 67 

persennyal aldallalh la lutaln. Hall ini melegitima lsi ba lhwal undalng-undalng daleralg kepulalualn halrus segeral 

disa lhkaln.  Halralpalnnyal dengaln aldalnyal undalng-undalng ini dalpalt meningkaltkaln kesejalhteralaln ralkyalt 

Indonesial, kuallitals sumber da lyal malnusialnyal sertal perekonomia ln.  

Terbitnyal Peralturaln Presiden Republik Indonesia l Nomor 16 Talhun 2017 tenta lng Kebijalkaln 

Kelalutaln Indonesial, Poros Malritim Dunial aldallalh sua ltu visi Indonesial untuk menja ldikaln Indonesial 

sebalgali nega lral malritim ya lng berda lulalt, ma lju, malndiri, kualt sertal malmpu memberika ln kontribusi 

positif balgi kealmalnaln da ln pertalhalnaln daln perdalmalialn kalwalsaln daln dunia l sesuali dengaln 

kepentingaln nalsionall. Belum haldirnyal Undalng-Unda lng Daleralh Kepulalualn di tengalh malsyalralkalt 

menurut palndalngaln Halkeng dalpalt menimbulkaln sejumlalh kerugialn. Pertalmal, kuralngnyal 

perlindungaln kalrenal talnpal aldalnyal undalng-undalng ya lng mengaltur tenta lng pengelolalaln kepulalualn, 

malkal malsyalralkalt pulalu mungkin tidalk memiliki perlindungaln ya lng mema ldali terhaldalp ha lk-halk 

mereka l daln lingkunga ln sekitalrnyal. Kedual, konflik sumber dalyal: talnpal aldalnya l regula lsi ya lng jelals, 

malkal dalpalt terjaldi konflik a lntalr malsyalralkalt a ltalu a lntalr pihalk ya lng berkepentingaln terkalit dengaln 

pemalnfalaltaln sumber da lyal kepulalualn ya lng beraldal di sekita lrnya l. Ketigal, kura lngnya l pengembalngaln: 

talnpal aldalnyal undalng-unda lng ya lng memfalsilitalsi pengembalngaln ekonomi da ln sosiall, malkal 

malsyalralkalt pulalu mungkin kura lng berkesempaltaln untuk memperoleh ma lnfa lalt da lri potensi 

pengembalnga ln yalng aldal. Keempalt, kerusalkaln lingkungaln: talnpal aldalnyal regulalsi yalng membaltalsi 

alktivitals ya lng merugikaln lingkungaln, malkal dalpalt terjaldi kerusalkaln lingkunga ln ya lng besalr daln sulit 

dikemballikaln. Kelimal, kura lngnya l pema lhalmaln: talnpal aldalnyal undalng-undalng ya lng memfalsilitalsi 

pendidikaln daln sensitisalsi terhaldalp pentingnya l pengelolalaln kepulalualn, ma lkal malsya lralkalt pulalu 

mungkin kuralng memalhalmi balgalimalnal merekal dalpalt berperaln dallalm pengelolalaln kepulalualn secalral 

bijalksalnal. Kalrenal itu, halralpalnnyal DPR RI daln pemerintalh sehalrusnyal menyegeralkaln pengesa lhaln 

RUU Daleralh Kepula lualn menjaldi Undalng Undalng. Tujua ln dibentuknyal Undalng Undalng ini ya lkni algalr 

terjalminnyal pengelolalaln da ln pengembalngaln wilalyalh pulalu pulalu kecil di Indonesial algalr 

berkelalnjutaln daln meraltal.  

 

4. KESIMPULAN   
Ralncalngaln Undalng-Undalng daleralh kepulalualn memiliki tujualn untuk memperkualt ekonomi daln 

meningkaltkaln kesejalhteralaln malsya lralkalt pulalu-pulalu tersebut, sertal memalstikaln perlindungaln 

lingkungaln. Tujualn lalinnya l aldallalh untuk memalstikaln sumber dalyal allalm diguna lkaln dengaln bijalk daln 

yalng terpenting aldallalh tida lk merugikaln malsyalralkalt daln lingkungaln. Halralpalnnyal undalng-undalng 
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daleralh kepula lualn ini dalpalt menjaldi pendorong pemeraltalaln pembalngunaln a lntalral dalera lh dalraltaln 

dengtaln kepulalualn. Halralpaln lalinnya l dalri lalhirnyal undalng undalng daleralgh kepulalualn a ldallalh algalr 

dalpalt menjaldi sualtu taltal calral balru tentalng pengelola laln kelalutaln yalng lebih ba lik demi pembalnguna ln 

daln perekonomialn daleralh. Dallalm proses pembualtalnnyal pemerintalh ha lralpalnnyal dalpalt melalkukaln 

lalngkalh-lalngkalh ya lng terstruktur algalr teta lp meneuhi sya lralt formil malupun ma lteriil pembualtaln 

undalng-undalng.  Talk kallalh penting aldallalh palrtisipalsi daln keterlibaltaln malsyalralkalt dallalm prosesnyal. 

Sehinggal menjalmin ba lhwal undalng-undalng tersebut sesuali dengaln kebutuhaln malsyalralkalt. RUU 

Daleralh Kepulalualn jugal dalpalt menjaldi pendukung halrus memba lngun dalri pinggira ln, yalkni daleralh 

kepulalualn Tertinggall, Terdepaln, daln Terlualr (3T). 

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH   

Puji syukur palral penulis pa lnjaltkaln kepaldal ALllalh SWT kalrenal berkalt ralhmalt da ln alnugeralhNYAL, 

penelitialn dengaln judul "Urgensi Pengalturaln Da leralh Kepula lualn Ditinjalu Da lri Perspektif Hukum 

Sebalgali Negalral Kepulalualn" bisal diselesa likaln tepalt paldal walktunyal. Kepenulisaln ini tentunval tidalk 

alkaln da lpalt diselesa likaln oleh palral penulis talmpa l aldalnyal dukungaln daln doal dalri palral kelua lrgal daln 

rekaln seperjualngaln penuls. Penulis menyaldalri mungkin terdalpalt kekuralnga ln da ln kesa llalhaln dallalm 

penelitialn ini, sehingga l penulis terbukal altals segallal bentuk kritik daln malsukaln. 
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